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'PERATURAN REKTOR
: UNIVERSITAS PANCASILA
© Nomor: 1% /PERRIUPLZLI2012
' o VERSITAS PANCASILA
PEDOMAN KERJASAMA UNIVER
DENGAN PIHAK MITRA DI LUAR UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Menimbang:a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan r_nen.ingkatkan' !(ualitas
- pendidikan yang meliputi proses belajar mengajar, penglltlan dan
pengabdian kepada masyarakat, Universitas Pancasila secara

aktif dan konsisten berupaya menjalin kerjasama - saling . -
menguntungkan dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar .

neger, i _ -

b. bahwa urtuk pelaksanaan kerjasama di !mgku'ngan Universitas
Pancasila sebagaimana dimaksud pada butir a, periu ada
pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidixan Nasional. :

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. .

4. Peraturan Pemerintah Republik {ndonesia Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengeloiaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
B e p naonesia Nomor

Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri -

tusan Direktur Jenderal Pendidikan T ir3gi _Departemen

i Nasional  Republik Indonesia Nomor
000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama
_ ﬁﬁguruan Tinggi/Lembaga

6.
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idi ina Universitas
“ 7 Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universt
Paﬁcasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tentang Statuta Universitas

Pancasila.

MEMUTUSKAN

e -

Menetapkan : Pedoman Kerjasama Universitas pancasila dengan Pihak Mitra Di

Luar Universitas Pancasila =

- BABI -
L A KETENTUAN UMUM
- K o Pasal 1 :

' Dalam peraturan ini yang dimaksud c‘i:'engan:.|
1) Universitas adaiah Universitas Pancasila. :
zz; Fakultas/Program Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang
bertugas mengkoordinir dan/atau melaksanakan pendidikan akademik. ™
| (3) Jurusan adalah unit pelaksana akademik yang melgksanakan pendidikan
akademik dan/atau profesional yang mempunyal kev\{enangan‘ untuk
e mengadakan kerjasama sendii dengan pihak tlainnya di luar
= Universitas/Fakultas/Jurusan. : ! -
s : (4) Program- studi__adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman g
)> ¢ penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang
: diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa
B = dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan
sasaran kurikulum.
D {(5) Bagian adalah unit setingkat Jurusan di Fakultas yang tidak mempunyai
Program Studi.
J (6) Lembaga adalah unsur pelaksana kegiatan akademik di tingkat Universitas
yang melakukan koordinasi di bidang pengembangan penelitian, pengabdian
‘ pada masyarakat dan/atau pengembangan pendidikan.
: (7) Pt{sat S%udi adalah unsur pelaksana kegiatan yang melakukan koordinasi
g?'?fl') bidang penelitian dan pengabdian pada bidang ilmu secara lintas
isipliner
' : (8) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang akademik yang
b gzn‘:tt::\aannya dibawali Wakil Rektor | dan bertanggungjawab kepada
S (9) Unit Kerja adalah satuan kerja baik yan i i
i Fakultas maupun Program Pagcz Satjayna,g berada di lingkungan Rektorat,
(10) Pelaksana keriasama Universitas  Pancasila  adalah

Universitas,

Pascasarjana/Jurusan/Program Studi oT/Uni
Universitas Pancasila, /Lembaga/UPT/Unit

yang s;

tungkan dengan pihak lain

ersifat akademik maupun
Memorandum of
1 (MoA) serta ditindak
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am bidang pengelolaan
bantuan sumberdaya, baik
konsultasi dalam rangka

(12) Kontrak manajemen adalah kerjasama ..dal
' operasional perguruan tinggi melalui pemberian
| manusia, finansial, informasi, maupun ﬁgilk. serta
. meningkatkan kualitas Universitas Pancasila. v
(13) Kontrak kerjasama adalah suatu perjanjian yang dllalgu::%l C:laeg
Universitas/Fakultas/ ~ Program Pasc:asarjanaIJurusanIBaglail ;c;g -
~ StudiLembaga/UPT/Unit Kerja di lingkungan Universitas Pancasiia ¢ wggta &
Perusahaan/ Badan/Lembaga/Instansi lain baik pemerintah atal:l' s i
untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan pembiayaan yang disep . 3
bersama yang diketahui oleh Rektor. , i e .
(14) Bidang dan lingkup kerjasama adalah bidang-bidang yang -meliputi

penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non akademik. o :

"BAB I
ASAS DAN TUJUAN -
Pasal 2 .

(1) Kerjasama antara Universitas Pancasila/Fakultas/Program .Stgd!/Jurusan atau
Unit Pelaksana Teknis atau Unit Kerja di lingkungan Universiias Pancasgla
‘dengan pihak lain (pemerintah maupun swasta) di luar Universitas Pancasila
(dalam dan luar negeri) dilakukan dengan berdasarkan pada asas-asas :
Saling menguniungkan
Saling menghormati - - - - = - f
Kepatutan dan kelayakan e = o
Transparan dan akuntabel - - ' &
Sesuai dengan visi dan misi universitas
Memanfaatkan potensi dan sumberdaya sendiri
g. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Kerjasama bertujuar untuk meningkatkan, mengembangkan serta
mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka
menyelenggarakan kegiatan yang tercakup bidang akademik dan/atau bidang
non akademik. :

~oaoow

BAB II!
! - RUANG LINGKUP DAN SASARAN KERJASAMA ¢
T 7 R S Pasala L Tk

ama mencakup empat tahapan kegiatan yaitu:

i : luar negeri baik
- Tinggi, instansi
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KERJASAMA LUAR NEG ERI
i Pasal 7

- 4 jana/Lembaga/UPT
iversitas Pancasila maupun FakultasIProgramPascasaqgnal[_embag A
e ’ engan institusi luar neger baik pemerintah

dapat melakukan kerjasama d

maupun swasta. e e 3 ooy d i
_(2) Kerjasama Universitas Pancasila dengan perguruan tinggi di luar negeri hanya

dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dan pimpinan perguruan

-tinggi yang bersangkutan. ) -

ik . BAB VI | :
i ~ -PERSYARATAN DAN KUALIFIKAS! : R
p e ; "~ Pasal8 Jormrat Uriveilen Fa 23

Persyaratan kerjasama meliputi :
Tidak ada ikatan politik;
Mitra sejajar;
Tidak semata-mata mencarn keuntungan; -
Tersedianya tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas
pendukung di Universitas Pancasila; : & S
Kejelasan kegiatan program; 54 _
Program-program kerfjasama harus selaras dengan arah «kebijakan o
-y Universitas Pancasila secara umum, dan sesuai dengan Rencana Strategis
P " Universitas Pancasila,

' g. Kejelasan sumber dana untuk pembiayaan;

h. Kontribusi program/kegiatan kerjasama.

Kerjasama dilakukan dengan asas saling menguntungkan dan
kebersamaan. Kontribusi dari masing-masing pihak termasuk pemanfaatan
sumberdaya peilu diukur dan dipantau dalam kurun waktu tertentu serta
proporsional, untuk dijadikan gambaran pencapaian sasaran kerjasama

tersebut. s

aoow

™o

Pasal 9

~ Pihak yang akan belfeq'asama harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: s
(1) Memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan -
kepep_tu_\gan kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama. : -
) Memfﬂ"i komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi
manfaa ) ; "o L SR 5
(3) Dapat yediakan  tenaga pendamping, tenaga 3
Fovnaga Amping,  ten pengelola, dan L
: kerjasama, sesuai dengan keperiuan. ]

| yang selarss Gengan arsh
M yang mengutamakan
gan, teknologi, sosial dan
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BAB VIl
STRUKTUR ORGANISASI

pasal 10

rans : - lin kerjasama dengan
Untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam menjalin k engar
‘berbagai ‘pihnagk. maka kerjasama ditetapkan dengan pola koordinasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Rektor ini. - 3

BAB VIt - - 5
ORGANISASI PELAKSANA KERJASAMA
- pasal 11

umas dan Ventura) Universitas Pancasila
kerjasama pada tingkat Universitas dengan
lain untuk mencari peluang

(1) Bidang IV (Bidang Kerjasama, H
merupakan koordinator pelaksana
tidak mengurangi kewenangan plelaksana yang
kerjasama dengan pihak eksterna :

(2 Fa?mltas/Progrgm pPascasar]'ana/Jurus.aanrogram Studi{LembagalUPT_lUnlg
Kerja di lingkungan Universitas merupakan pelaksana di bawah koordinasi
Bidang IV Universitas Pancasila (Lampiran ). ' .

- (3) Dalam pelaksanaan kerjasama Bidang IV Universitas Pancasltla, dan
- pelaksana kerjasama dapat saling berkoordinasi dengan pihak ketiga agar

_tercapai efektmtaSpencapaIan tujuan kerjasama. 3

i - Pasal 12

(1) Bidang IV Universitas Pancasila membuat laporan tertulis secara periodik
kepada Rektor tentang pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

(2) Pelaksara kerjasama lain harus membuat laporan setiap kegiatan kerjasama
kepada Fimpinan Unit bersangkutan dan selanjutnya Pimpinan Unit
merieruskannya kepada Wakil Rektor Bidang V.

BAB IX
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG iV UNIVERSITAS
Pasal 13

~ Bidang IV Universitas Pancaéila mem;;unyai tugas dan wewenang

a. Menyusun dgtabase tingkat.universitas mengenai potensi-potensi kerjasama.
b Mencari peluang dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal baik dalam
C. istribusikan kegiatan kerjasama ke masing-masing Fakultas/Frogram
alJurusan/ Program Studi/Llembaga dan UPT sesuai dengan

kajian sesuai dengan kesepakatan.
ksan | -yang dilaksanakan oleh masing-
gram Studi/Lembaga dan

»

ksana dalam rangka
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c. Pelaksana Verjasama mempunyai kewenangzn ::tr::; melakukan
pengelolaan dana hasil kegiatan kerjasama secara ansparan.

d. Has?l kerjasama yang dilz?kukan pelaksana kerjasama balk. dglarp bent;gl;
produk barang maupun hak kekayaan inteletual menjadi hak milik
Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana/UPT/Lembaga atau sesual
dengan yang tersebut di dalam kontrak kerjasama. _ ey

(2) Institutional fee diberikan kepada Universitas dan pelaksana kerjasama lain di
- lingkungan Universitas yang telah mendapatkan dan/atau mglakukan kontrak
kerjasama dengan pihak lain yang besamya diatur sebagaimana .tercantu‘m
dalam Lampiran Il Peraturan ini, berdasarkan nilai riil kontrak yang disepakati.
(3) Dalam hal kerjasama yang sifat.dan tujuannya non profit oriented dan/atau
pengabdian masyarakat tidak dikenakan dana institutional fee. :
(4) Peruntukan institutional fee dapat digunakan untuk : : F
a. Pengembangan Universitas Pancasila dalam hal peningkatan kualitas
sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan
kegiatan ilmiah. :
b. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

c. Peningkatan kesejahteraan sivitas akademika di lingkungan Universitas
Pancasila.

Pasal 17

Pelaksana kerjasama dan Bidang IV Univérsitas; saiing Abe_r'kqdrdinasi dalam
menjalin kerfjasama dengan pihak ketiga. :

BAB Xl
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 18

(1) Setiap  pelaksanaan kerjasama  wajib dilaksanakan dengan kegiatan
pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir
program yang berupa laporan tertulis.

(2) Untuk meningkatkan kelancaran Pelaksanaan Kerjasama, Rektor, bila
dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerjasama, menunjuk

seseorang/tim melakukan kunjungan kerja untuk memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kerjasama ke tempat pelaksanaan kegiatan kerjasama, atas
biaya program kegiatan kerjasama. :

(3) Bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang

atau tim sebagaimana tersebut pada ayat (2) disesuaikan dengan
perencanaan kegiatan kerjasama dan disepakati oleh pitick yang bekeijasama.
(4) Pemantauan dan evaluasi proses. kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.
(5) Tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah untux memben masukan
bermanfaat kepada pelaksana program kerjasama.
(6) Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan
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BAB Xl
LAPORAN PELAKSANAAN
Pasal 19
(1) Pelaksanaan kerjasama waijib dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator dan
mitra kerjasama. _ :
(2) Penanggungjawab pelaksanaan kerjasama wajib memberikan laporan periodik
sesuai kesepakatan dan laporan akhir kegiatan. -
-kurangnya memuat _

(3) Materi  pelaporan pelaksanan kerjasama sekurang
informasi mengenai; y

Nama program kerjasama;

Rasional dilaksanakannya kerjasama,

Tujuan/sasaran kerjasama; s

Bidang dan cakupan kegiatan,

Bentuk/jenis kegiatan,

Jangka waktu kegiatan;

Institusi dan unit kerja yang terlibat; :

Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non

manusia;

Hasil-hasil kegiatan kerjasama, : ;

Manfaat, keiebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerjasama;

serta " -~

k. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses).

STa@moap o

LR *ppp—
. .
.

= k Pasal 20

Selambat-iambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu
kerjasama yang tidak diperpanjang lagi, penanggungjawab kerjasama dan/atau
bersama inisiator wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerjasama kepada
Rektor.

BAB Xlii

PERPANJANGAN

Pasal 21
(1) Pelaksanaan kerjasama dapat. diperpanjang berdasarkan keperiuan y v
ditentukan oleh: _ i PRt
a. Laporan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, dan 20
b. K@epdmm pihak dari Universitas Pancasila dengan pihak mitra

Wm# L S
m dasar. kesepakatan dari pihak

(2) Lama perpanjangan kerjasama ditatapkan a
~ R4l . Hiaolid ’mm ."“\’:vl‘v—“ m

ot~
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BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 22

(1) Sumber biaya kerjasama ditangaung oleh penyandang dana yang disepakati
oleh pihak-pihak yang bekerjasama.

(2) Di antara unsur pembiayazn yang
fee) dapat disepakati bersama an
Universitas Pancasila. - - ot

(3) Biaya kelembagaan dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud aya (2)

di atas, ditanggung cleh penyandang dana. ’ Jd als :

(4) Berdasarkan biaya kelembagaan serta bentuk pembayaran lain, bilamana ada,

~ ditetapkan sesuai bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan kerjasama yang
~ disepakati. : ‘ _ ]

(5) Biaya kerjasama dan biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2),
dan (3) dilakukan melalui rekening Universitas/Fakuitas/Frogram Pascasarjana
atau mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam naskah
perjanjian petaksanaan kerjasama. ' _

(6) Pelaksana kerjasama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai
anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan (terms of
reference), dari rekening Universitas/Fakultas/Prcgram Pasca:c.ar]ana atau dari
sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah perjanjian pelaksanaan 2
kerfjasama. B :

~ (7) Dana hasil biaya kelembagaan _diprogramkan untuk - pendayagunaan

- operasional kerjasama, pendampingan hibah, pengembangan SDM yang

terlibat bidang kerjasama, dan penghargaan kepada inisiator kerjasama.

memuat biaya kelembagaan (insr'itutlpnal _
tara mitra kerjasama dengan pihak

S8AB XV
‘PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 23

(1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin
terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, antara pihak-pihak yang bekerjasama,
penysselesain perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

*  (2)Dalam hal mitra kerjasama tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian

- secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili

- pelaksana kerjasama dapat mengakhiri kerjasama secara sepihak.

) (3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan,
e kedua- pihak berkepentingan dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui
. bersama oleh kedua pihak untuk menyelesaikan masaiah.
/4) Keputusan pihak ketiga bersifat final.

BAB XVI
ATURAN PERALIHA

= Il
e
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